
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa Pemerintah Daerah memberikan tambahan
penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara belum
berdasarkan Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah, sehingga
perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Papua Tengah
Nomor 2 Tahun 2024 tentangTambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubenur Papua Tengah
Nomor 2 Tahun 2024 tentangTambahal Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tengah;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Nomor 21 Tahun 2OOl tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202 1 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahwn 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;

4. Undang-Undang....... I 2
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tah:uil: 2O2I tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Talggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ter.tar:g
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangar
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nonor
143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757].;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O5);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

1 1. Peraturan Pemerintah....... /3
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11. Peraturan Femerintah Nomor 7 Tahr:n 1977 tentang Perattrran Gaji
Fegawai Negeri Sipil (Lembaran Nqara Republik Indonesia Tahr:n
1977 Nomor 11, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3089) telah diubah beberapa kali teraldrir
dengan Feraturan Pemerintah Nomor 5 Taht:n 2024 tentang
Ferubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (kmbaran
Negara Republik L:donesia Tahun 2024 Nomor 15);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daera-h (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor t7 Tabun 2O2O
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggzrraan Pemerinta-han
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 20 18 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{a
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tam,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
62641;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tallun 2O2l tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan l,embaran
Negara Repubtk Indonesia Nomor 6718);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentaag
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 673O);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukal
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Talaun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubtk Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21. Peraturarr Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.O7 12022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonorni
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41);

22. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Peraturan Gubernur tentalg Tambahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2024 Nomor 2l;

MEMUTUSKAN:

MenetaPKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH.

Pasal I

Ketentual Pasal 5 ayal (21 Peraturan Gubernur Papua Tengah
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2O24 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) TPP diberikan kepada ASN setiap bulan.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan Kelas Jabatan
pada Perangkat Daerah dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II ...../5
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Pasal II

Peraturan Gubernur
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Juli2024

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 19 Jtth2024

ry. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002 12lOO2



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 26 ^IAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PRO!'INSI PAPUA TENGAH

KELAS JABATAN STRUKTURAL

No Nama Jabatan Unit Kerja Eselon ll Unit Kerja Eselon Ill Unit Keda Eselon IV
Jenis

Jabatan
Kelas

Total/bln/All
Jab
(Rp.)

3 5 6 7

1 Sekretaris Daerah SEKRE"IARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Sekreta-riat Daerah 16
80.o00.000

Asisten Bidang Pemerintahan dan
Ke sej ah teraan Rakyat

SEKRSIARIAT DAERAH Asisten Pemerintahan Dan
Keseiahteraan Rakyat

Asieten Pemerintahan Dan Kesej ahteraan
Rakyat

JP]' t5
45.000.o00

3 Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi
Khusus dan Kesejahteraan Rakyat

SEKRETARIAT DAERAH Biro Peoerintahan, Otonomi
Khusu8 dan Kesejahteraarr
Ra.kyat

Biro Pemerintala!, Otonomi Khusus dan
Ke sej ahteraan Rakyat

JPT 14
40.000.o00

4 Kepala Bagian Pemerintehan SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan JA 12
30 000.ooo

5 Kepala Sub Bagian Adminisrasi
Pemerintahan dan Fasilitasi
Penataan Wflayah

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pemerintahan Sub Bagian Administrasi Pemerintahafl dan
Fasilitasi Penataan wilayah

JP
15.000.000

6. Kepala Sub Bagian Pemerintahan
Umum dan Keria Safira

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pemerintaian Sub Bagian Pemerintahso UouE dan Kerja
S611ra

JP 9
15.000.000

Kepala Sub Bagian Pengelola
Perbatasan Daerah

SEKRETARIAT DADRAH Bagian Pemerintahan Sub Bagian Pengelola Perbatasan Daerah 9
15.000,000

Kepala Bagian Otonomi Khusus SEXRETARIAT DAERAH Bagian Otonomi Khusus JA t2
30.000.o00

I Kepala Sub Bagian Adrninistrasi
Daerah dan DPRD

SE(RETARIAT DAERAH Bagian Otonomi Khusus Sub Bagia! Administrasi Daerah dan DPRD JP 9
15.000.000

10 Kepala Sub Bagian Pengembangan
Otonomi Khusus dan Penataan
Urusan

SEKRBTARIAT DAERAH Bagian Otonomi Khusus 9
15.000.000

11 Kepala Sub BaBian Evaluasi dan
Penyelenggaraan Pemerintaian

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Otonomi Khusus Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan
Pemerintahan

JP I
r5.000.000

12 Kepala Sub Bagian Tata Usaha SEKRETARJAT DAERAH Bagian Otonomi Khusus Sub Bagian Tata Usaha JP 9
I5.000.o00

13. Kepala Bagian Ke sejahteraan R€l<yat SEKRETARIA I DAERAH Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesej ahteraan Rakyat JA t2
30.000.000

t4 Kepala Sub Bagian Bina Mental
Spi-ritual

SDKRETAzuAT DAERAH Bagian Kesejahteraan Rakyat Sub Bagian Bina Mental Spiritual JP 9
15.000.o00

15. Kepala Sub Bagian Kesejahtcraan
Rakyat Non Pelayanan Dasar

SEKRBTARIAT DAERAH Bagian Keaej ahteraan Rakyat Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non
Pelgvanen Dasar

JP 9
15.000.000

16 Kepala Sub Bagian Kesej ahteraan
Rekyat Pelayanan Das6r

SEKRETAR]AT DAERAH Bagia! Kesejahtelaan Ral<yat Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelaygtan
Da6ar

JP
15.000.o00

17. Kepala Sub Bafiian Perpustakaan SEKRETAR]A'T DASJRAH Bagian Kesejahteraan Rakyat Sub Bagian Perpustakaan 9
15,000.000

1

JPT

2.

9

7. JP

8. Bagian Otonomi Khusus

Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus I JP
dan Penataan Urusan I

9

JP
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18 Kepala Biro Hukum SEKRETARIAT DAERAII Biro Hukum Riro Hrrkum JPI 14
40.000.000

1q Kepala Bagian Perund ang-undangan
Provinsi

SI'KRDTARIAT DAERAI I Bagian Perundan g-undangan
Provinsi

Bagian Perundang-undangan Provinsi 12
30.000.000

20. Kepala Sub BagiEn Penjrusunan
Produk Hukum dan Pengaturan
Perdasus dan Peidasi

SEKRETARIAT DAERAH Bagia.n Perundang-undaigan
Paovinsi

Sub Bagian Penyrsunan Produk Hukum den
Pengafuran Perdasus dan Petdasi

JP ()

15.000.000

2t. Kepala Sub Bagian Penyusunan
Produk Hukum Penetapan

SEKRETARTAT DAERAH Bagian Penrndang-undangan
Provinsi

Sub BaBian Pen],u6unan hoduk Hukum
Penetapan

JP I
15.000.000

Kepala Sub BaBian Dokudentasi
dan Naskah Hukum l,ainnya

SEKRDTARIAT DAERAH Bagian Perundang-u ndsr gan
ProvinBi

Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum
Lainnya

JP
15.O00.000

23 Kepala Bagian Peraturan
Perundanp undanqan Kab /Kota

SEKRETARIAT DAERAH Baglan Peratulan Perundang
undansan Kab/Kota

Bagian Peraturan Perundang-undangan
Kab/Kota

12
30.o00.ooo

24 Kepala Sub Bagian Produk Hukum
wilayah I

SEKRETAR]AT DAERAH Bagian Peraturan Perundang-
undangan Kab/Kota

Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I JP 9
15.000.000

Kepala Sub Bagian Produk Hukum
Wilayah II

SEKRETARIAT DAERAH Bagiart Peraturan Penrndang-
undanmn Kab/Kota

Sub Bagian Produk Hukum wilayah II JP 9
15.000.000

26 Kepala Sub Bagian Produk Hukum
Wilayah III

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Peraturan Perundang-
undaneen Kab/Nota

Sub Bagiai Produk Hukum wilayah III JP
15.000.oo0

27 Kepala Bagian Bantuan Hukum SEKRETARIAT DAERAH Bagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum JA 12
30.000.000

2a Kepala Sub Bagian Litigasi SEKRETARIAT DAERAH Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Litigasi JP 9
r 5.o00.oo0

Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan
Hak Asasi Manusia

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Non Litigasi dan Hak ABa6i
Manuaia

JP 9
15.000.000

30 Kepala Sub Bagian Tata Usaia Biio SEKRETARIAT DAERAH Bagiai Bantuan Hukum JP 9
15.OOO.OOO

31. Asisten Bidang Perekonodian dan
Pembanguaan,

SEKRETARIAT DAERAH Asistefl Bida4g Perekonohian
dan Pembangunan,

Asisten Bidang Pelekonomian dan
Pembangunan,

JPf l5
45.000.000

32 Kepala Biro Pengadaan Barant dan
Ja6a

SEKRETARIAT DAERAH Biro Pentadaa0 Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa JPT 14
40.000.000

Kepala Bagian Pengelolaan
PenRadaan Bsranq dan Jasa

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pengelolaan Pengadaan
Bararg dan Jasa

Bagian Pengelola.a, Pengedaan Barang dan
Jasa

t2
30.000.000

34 Kepala Sub BagiaD Pengelolaan
Strategi Pengadaan Baranq dan Jasa

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pengelolaan Pengadaan
Baranq dan Jasa

Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan
Barang dan Jasa

JP ()

15.000.o00
35 Kepala Sub Basian Pelal<sanarJr

Pengadaan Barang dan Jasa
SEKRETARIAT DAERAH Bagia! Pengelolaar Pengadaa!

Barang dan Ja6a
Sub Begisn Pelakssnaan Pengadaan Bareng
dan Jasa

JP 1)

15.000.000
36 Kepala Sub Bagian Peaantauan dair

Evaluasi Pengada.an Barang dan
Jasa

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Sub Bagiai Pemantauan dan Evaluasi
PeDgadaan Barang da! Jasa

JP 9
15.000.oo0

37 Kepala Bagian Pengelolaan l.ayanan
Penqadaan Secara Dlel.ftronik

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elekfonik

Bagian Pengelolaan tayanan Pengadaan Secara
Elektronik

JA 12
30.000.000

38 Kepala Sr-rb Bagian Pengelolaart
Sistem Pengadaan Secara Elel,ilronik

SEKRETAzuAT DAERAH Bagian Pengelolaan Lsyana-n
PenPadaan Secara Elektionik

Sub BaBian Pengelolari Sistem Pengadaan
SecEra Elektronik

JP 9
15.OOO.OOO

39 Kepala Sub Bagian Pengembangan
dan Pengelolaan lElormasi
Pengadaan Barang darl Jaaa

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik

Sub Bagian Pengembanga, d€n Pengelolaan
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

JP 9
15.000.000

I

cc 9

I
I Sub eagian fata Usaha Biro

I

I

I
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40 Kepala Sub Bagian Tata Usaia SEXRETARIAT DAERAH Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik

Sub Bagiai Tata Usaha JP 9
15.O00.000

Kepala Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Baiang dan
Jasa

SEKRETARIAl' DAERAH Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Elarang dan Ja6a

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

12
30.000.000

42 Kepala Sub Bagian PeDbinaan
Sumber Daya Maausia Pengadaan
Barang dan Jaaa

SEKRE"IARIAT DAORAH Bagian Pembinean dan Advokasi
Pengadaan Baiang dan Jasa

Sub Bagjan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang dan Jasa

JP 9
15.000.000

43 Kepala Sub Bagian Pembinaan
Kelembagaon Pengadaan Baraig
dan Jasa

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pembinaan dall Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Bagian Pembinaan Kelembagaen
Pengadaan Barang dan Jasq

JP 9
15.000.000

Kepala Sub Bagjan Pendampingan,
Konsultasi, dan/atau Bimbingan
Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

SEKREIARIAT DAERAH Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi,
dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang
dan Jasa

JP 9
15.000.000

Kepale Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan

SEKRETARIAT DAERAH Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administ 'asi
Pembangunan

JP"1' t4
40.000.000

Kepsla Bagian Kebijakan
Pelekonomian dan Sumber Daya
Alam

SEKRETARIAT DAERAH Bagie! Kebijakan Perekonomian
dan Sumber Daya Alam

Bagian Kebijakan Perekonomiajr dan Sumber
Daya Alam

JA t2
30 000.000

47 Kepala Sub Bagian Analis Ekonomi
Makro dan Mik o

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kebijakan Perekonomian
dan Sumber Daya Alam

Sub Bagian Analis Ekonomi Malao dan Mikro JP 9
15.000.000

48. Kepala Sub BaBian Sumber Daya
Alam

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kebiiakar Perekonomian
dan Sumber Daya Alam

Sub Bagian Sumber Daya Alam JP 9
15.000.oo0

49 Kepala Sub Bagian Tata Usaha SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kebijakan Perekonomian
dan Sumber Daya Alam

Sub Bagian Tata Usaha JP
15.000.000

50 Kepala Bagien BUMD dan BLUD SEI<RETARIAT DAI.lRAH Bagia! BUMD da! BLUD Bagian BUMD dan BLUD JA t2
30.000.000

51. Kepala Sub Bagian Badan Usaha
Milik Daerah, Jasa Keuangan dan
Aneka Usaha

SEKRETARIAT DAERAH Bagian BUMD dan BLUD Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Jasa
Keuangar dan Aneka Usaha

9
15.000.000

52 Kepala Sub Bagian BUMD Air
Minum, Limbah dan Sanitasi

SEKRSIARIAT DAERAH Sub Bagian BUMD fur Minum, Limbah dan
Sanita6i

JP 9
15.0O0.000

53 Kepala Sub Bagian Badan tayanan
UEum Daerah

SEKRETARIAT DAERAH Bagian BUMD dan BLUD Sub Bagian Badar [-aya!al Umum Daerah JP 9
15.000.000

54 Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan

SEKRETAR]AT DAERAH Bagian Administrasi
Pembanzunan

Bagian Administrasi Pembangunan
30.000.000

55 Kepala Sub Bagiei Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
PembanRunan Daerah

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Administrasi
Pembangunan

Sub Bagian Pengendalian Administ-rasi
PelakMnaan Pembangunan Daerah

JP ()

15.000.000

56 Kepala Sub Bagian Pengendalian
Administrasi Pelaksanaai
Pembangunan Wilavah

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Administrasi
Pembentunan

Sub Bagian Pengendalian Administrasi
PelalsaJlsan Pembangunan wilayai

JP 9
15.000.000

Kepala Sub Badan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan

SEKRETAR]AT DAERAH Bagian Administrasi
Pembangunan

Sub Bagian Pelaporan Pelak6anaan
Pembangunan

JP 9
15.000.000

Asisten Bidang Administrasi Umum SEKRETARIAT DAERAH Asisten Bidang Administxasi
Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum JPI l5
45.000.000

s9 Kepala Bjro Organisasi SEKRETARIAT DAERAH Biro Organisasi Biro Organisasi JPI 14
40.000.000

4L.

46.

9

JP
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60 Kepala Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kelembagaan dan
Anslisi s .lEhaten

Bagian Kelemlragaan dan Analisis Jabatan JA 12
30.000.000

61 Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah Proqinsi

SEKRETAR]AT DAERAH Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
Plovinsi

JP 9
15.000.000

62 Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Da€rah Kabupaten/ Kota

SEKRDTARIAT DAERAH Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

JP 9
15.000.000

63 Kepala Sub Bagian A4a.Iisis Jabatan SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Sub Bagian Aralisis Jabatan JP 9
15.O00.O00

64 Kepala Bagian Reformasi Btokrasi
dan Akuntabilitas Kineria

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntqbilitas Kineria

Bagian Reformasi Birobasi dan Akuntabilitas
Kineria

JA t2
30.000.000

65 Kepala Sub Bagian Reformasi
Birok!a6i

SEKRETARTAT DAERAH Bagian Reformasi Birokrasi der!
Akuntabilitas Kineria

Sub Bagia[ Reformasi Birokrasi JP ()

15.o00.000
66. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas

Kineria
SEKRETARTAT DAERAH Bagian Reformasi Birokrasi dan

Akuntabilitas Kineria
Sub Bagian Akuntabjlitas Kineda JP

15.000.000
67 Kepala Sub Bagian Budaya Keaa SEKRETARIAT DAERAH Bagia, Reformasi Birokrasi den

Akuntabilitas Kineria
Sub Bagian Budaya Keia JP 9

15.000.000
68 Kepala Bagian Tatalaksana SEKRETARIAT DAERAH Bagian Tatal8ksana Bagian Tatalaksana l2

30.000.000
69 Kepala Sub Bagian Tatalaksana

Pemerintahan
SEKRSIARIAT DAERAH Bagian Tatalaksana Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan JP 9

15.000.000
70 Kepala Sub Bagia! Pelayanan

Publik
SEKRETARIAT DAERAH Bagian Tatalaksana Sub Bagian Pelayanan Publik JP 9

15.O00.000
7t. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SEKRDTARIAT DAERAH Bagian Tatalaksana Sub Bagian Tata Usaha JP 9

15.000.000
Kepala Biro Umum SEKRETARIAT DAERAH Biro Umum Biro Umum JPI'

40.000.o00
Kepala Bagian Rumah Tangga SEKRETARIAT DAERAH Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga JA t2

30.000.000
74. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Cubemur
SEKRE"TARIAT DAERAH Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur 9

15.000.000
75. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Wakil Gubernrrr
SEKRETARIAT DAERAH Bagian Rumah Targga Sub Ba8ian Rumah Tangga Wakil Gubemur JP 9

15.O00.000
76. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam SEKRETARIAT DAERAH Bagian Rumah Tangga Sub Bagiao Urusan Dalam JP 9

15.000.000
77 Kepala Bagian Administrasi

Keuanga-o dan Aset Setda
SEI(RDTARIAT DAERAH Bagian Administrasi Keuangan

dan Aset Setda
Bagian Adminishasi Keuangan dan Aset Setda 12

30.000.000
7a Kepala Sub Bagiah Keuangan dan

Veriflkasi Setda
SEKRETARIAT DAERAH Bagiar Administasi Keuangan

dan Aset Setda
Sub Bagian Keuangan dan Verilika6i Setda JP 9

15.000.000
79 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan

Penatausahaan Aset Setda
SEKRE"IARIAT DAERAH Bagian Administrasi Keuangan

dan As€t Setda
Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan
Aset Setda

JP 9
15.000.000

80 Kepala Sub Bagian Peogunaan
Pengamanan, dan Pemeliharan Aset
Setda

SEKRBIARIAT DAERAH Ba8ian Administ-rasi l(euanBan
den Aset Setda

Sub Bagian Pengunaai Pengamaaan, de!
Pemeliheran Aset Setda

JP 9
15.000.000

81. Kepala Sub Bagian Kearsipan SEKRETAR]AT DAERAH Bagian Administrasi Keuan8an
dan Aset Setda

Sub Bagian Kearsipan JP 9
15.000.000

a2 Kepala Bagian Administrasi
PimpinaII

SEKRETARIAT DAERAH Bagiai Adminishasi Pimpinan Bagian Administrasi Pimpinan JA t2
30.oo0.000

14

I
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B3 Kepala Sub Baeian Tata Usaha
Pimpinan dan Staf AhU

SEKRETARiAT DAERAH Bagiar! Administrasi Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha Pimpina.n dan Staf AhIi JP 9
r5.000.000

84 Kepala Sub Bagian Materi dan
Komunikasi Pimpinan

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Adminishasi Pimpinan Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan JP 9
15.000.000

Kepala Sub Bagian Protokol SEKRETARIAT DAERAH Bagian Administrasi Pimpinan Sub Bagian Protokol JP 9
15.000.000

a6 Stal Ahli bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah JP 14
45.O00.O00

a7 SIEJ Ahli bidang Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan

SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah JP 14
45.O00.000

8a Staf Ahli bidarg Pengembangan
Otonomi Khusus

SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah JP 14
45.000.000

B9 Sekretaris Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa

SEKRETARIAT DAERAH Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa

Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa JA 9
15.000.000

Selaetaris Dewel Perwakilan Rakyat
Papua

SDKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Papua

Selaetariat Dewai Perwakilan Rakyat Papua JPT 15
45.000.000

91 Kepala Bagian Umum dan
Keuangan

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Ba8ian Umum da! Keuangan Bagia! Umum dan Keuangan l2
30.o00.000

Kepala Sub Bagian Program dan
keuangan

SEKRBTARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Bagian Umum dan Keuangan Sub Bagian Program dan keuangan JP 9
15.OOO.OOO

93 Kepala Sub Bagian Ulrlum SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Bagiar Umum dan Keuangan Sub Ba8ian Umum JP I
15.000.000

Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-Unda-ngan

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAI<II-AN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Bagian Persidaiga.n dan
Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Pemndarrg Undangan JA t2
30.000.000

Kepala Sub Bagian Kajian
Perundang-Undangan

SEKRRTARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan

Sub Bagian Kajian Perundang-Undan gan JP 9
15.000.000

Kepala Sub Bagian Persidangan,
Risalal dan Pubtkasi

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
PAPI]A TENGAH

Bagian Persidangan dan
Perundalrg-Undangan

JP 9
15.000.000

97 Kepala Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKII-AN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Bagian Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
PengavJasan

JA 12
30.o00.000

98 Kepala Sub Bagian Fasilitasi
Penganggaran

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Bagian Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasafl

Sub Bagian Fasilitasi Pengarrggaran JP 9
15.000.000

Kepala Sub Bagian Fasilitasi
Pengawasan

SEKRETARIAT DDWAN
PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Bagian Fasilitasi Penganggarum
dan Pengawasan

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan JP 9
15.000.000

r00 lnspektur INSPEKTORAT Inspektorat Inspekorat JPI 15
50.000.000

Sekretaris lnspektorat INSPEKTORAT Sekretariat hspektorat Sekretariat Inspektorat 12
35.000.000

85.

90.

JA

94.

95.

96. Sub Bagis.n Persidangan, Risalah dan Publikasi

101.
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to2 Kepala Sub Bagian Program,
Pelaporan dan Keuangan

INSPEKTORAT Sekretariat lnspektorat Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan JP 9
18.O00.O00

103. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepeeawaian

INSPEKTORAT Sekretariat Inspektorat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
18.000.000

I04. JF Auditor Pertama INSPEKTORAT Inspektur Pembantu I Inspel,.tur Pembantu I JF 8
13.000.000

JF Auditor Muda INSPEKTORAT Inspektur Pembantu I Inspektu! Pembantu I JF 10
r5.000.000

106. JF Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
Pertama

INSPEKTORA'I' lnspektur Pembantu I Inspelatur Pembantu I JF il
r 3.000.000

to7 JF Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daeiah Muda

INSPEKTORAT Inspektur Pembantu I Inspel,itur Pembantu I JF lo
15.000.000

108. JF Pengawas Penyelenggafaan
Urusan Pemerintahan Daerah
Madya

INSPEKTORAT Inspektur Pembantu I lnsp€ktur Pembantu I JF 12
22.000.000

109 JF Auditor Peitama INSPEKTORAT Inspektur Pembantu II lnspekur Pembantu II JF 8
13.000.000

110 JF Arrditor Muda INSPEKTORAT Inspektur Pembantu II Inspeldur Pembantu II .JF
15.000.000

111 JF PeflSawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
Pertama

INSPEKTORAT lnspektur Pembantu Il Inspekur Pembantu II JF 8
I3.000.000

112 JF Pengawas Penyelenggaraar
Urusan Pemerintahan Daerah Muda

INSPEKTORAT Inspektur Pembantu Il Inspelitur Pembantu II JF 10
15.000.000

113 JF PenSawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
Mqdya

INSPEKTORAT Inspektur Pembantu II Inspeldur Pembantu II JF 12
22.000.000

tt4, JF Auditor Pertama ]NSPEKTORAT Inspektur Pembantu III lnspektur Pembantu III JF B
13.000.000

JF Auditor Muda INSPEKTORAT Inspektur Pembantu III Inspel,.tur Pembantu III 10
15.OO0.000

116 JF Pengawas Penyelengtaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
Pertama

INSPEKTORAT Inspektu. Pembantu III Inspel.tur Pembantu III JF I
13.OO0.OO0

117 JF Pengawaa Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah Muda

INSPEKTORAI Inspektur Pembantu III lnspektur Pembantu lll JF 10
15.000.000

118 JF Auditor Pertama INSPEKTORAT Inspektrr Khusus Inspektur Khusus .,F 8
r3.000.000

119 JF Auditor Madya INSPEKTORAT Inspektur Khusus Inspel.ftur Khusus JF 12
22.000.000

t20 JF Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
Pertama

INSPEKTORAT Inspektur Khusus Inspel,itur Khusus JF 8
13.000.o00

Se}<retaris Majelis Ralqrat Papua SEKRETAR]AT MAJELIS
RAKYAT PAPUA PROVINSI
PAPUA TENGAH

Sekretariat Majelis Rakyat Papua Selcetariat Majelis Rakyat Papua JPI 15
4s.o00.ooo

105.

IO

I

115.

12t.


